SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

: 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6135);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2023
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6968);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan Daerah Nomor &8 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

e

o

Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD tahun anggaran 2024 direncanakan menjadi sebesar
Rp1.541.855.300.981,79 (satu triliun lima ratus empat puluh satu milyar
delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu sembilan ratus delapan
puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 1.405.629.562.670
2. Bertambah /(berkurang) Rp. 70.322.626.942
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp. 1.475.952.189.612

Belanja Daerah
1. Semula Rp. 1.558.262.094.379
2. Bertambah /(berkurang) Rp. (18.612.793.397)

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 1.539.649.300.981



c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula

Rp. 155.132.531.709

b) Bertambah/(berkurang) Rp. (89.229.420.339)

Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah

perubahan

Rp. 65.903.111.370

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula

Rp. 2.500.000.000

b) Bertambah /(berkurang) Rp. (294.000.000)
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah

perubahan

Rp. 2.206.000.000

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 63.697.111.370

Sisa lebih Pembiayaan anggaran daerah tahun
berkenaan (SILPA) setelah perubahan

Rp. O

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

a. Lampiran I

b. Lampiran II

c. Lampiran Illa

d. Lampiran IIIb

e. Lampiran IVa

f. Lampiran IVb

g. Lampiran Va

h. Lampiran Vb

i. Lampiran Via

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan,
Belanja, Dan Pembiayaan;

Penjabaran  Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja,
Dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi
Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi
Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi
Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta
SKPD Pemberi Bantuan Sosial,

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD
Pemberi Bantuan Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;



j- Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

k. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja
Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;

1. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan
Pembiayaan;

m. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,
Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan
Pembiayaan.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Oktober 2024

Plt. BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

RAHMANG

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPAJEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 21







